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Adaptabilitas Hukum Islam dan Perubahan Sosial:
Studi Pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi

Yoyo Hambali*

Abstract: The title of this article is, "Adaptability of Islamic Law und Social Change: Study

of Abi Ishaq al-Shaiibl's Thoughti". This paper s a surnmary and critical snalysis on
the dissertation work of Mubammad Kbalid Mas'od, cntitled "Islamic Legal
Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibl's Life and Thought". This dissertation
submitted to the Doctor of Philosophy Program Institute of Islamic Studies at McGill
University, Montreal, in March 1973. The conclusion of this article that the concept
of maslzhal and maqasid al-shari'ah be studied not only in theory but also the level of
crunch-is precisely in line with the growing interest scademic and practical needs of
law that became a phenomenon in almost all Islamic countries. The doctrine maqésid
al-shari'ah of al-Shatibi is an attempt 1o enforce maglaliah as an essential sovrce for
legal purposes. According to al-Shatibi, the main purpose of Islamic Jaw is 8 human
magslabah. Obligations under the shara are noticed maqagid al-sharfah in which he
changed in order to protect human benefit,
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Pendshuluan

Muhammad Khalid Mas’ud dalam
disertasinya yang betjudul “Islamic
Legal Philosophy: A Study of Abu
Ishaq al-Shatibi’s Life and Thought”,
mengemukakan permasalahan yang
berkaitan dengan adaptabilitas hu-
kum Islam, “Bagaimana hukum Islam
yang biasanya didefinisikan sebagai
bukum yang bersifat religius, suci,
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dan abadi, beradaptasi demgan tan-
tangan perubahan sosial?™'
Mubammad Khalid Mas'dd me-
nyampaikan dua pandangan dalam
rangka menjawab permasalahan di
atas. Pertamas, pandangan bahwa da-
lam konsepnya, dan menurut sifat
perkembangan dan  metodologinya,
hukum Islam adalah abadi yang kare-
nanya tidak bisa beradaptasi dengan
perubahan sosial. Pendapat ini dipe-
gang oleh mayoritas Islamisis semisal
C.S. Hurgrogje dan J. Schact, dan
jumbur ulama fikih tradisionalis.

! Muhammad Khalid Mas'@id, “Istamic
Legal Philosophy: A Study of Abi Ishaq
al-Shatibi’s Life and Thought”, 1 dan 43,
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Kedus, pandangan bahwa prinsip-
prinsip bukum sebagai pertimbangan
maslabab, fleksibilitas hukum Islam
dalam prakiek dan penekanan pada
ijtihad cukup menunjukkan bahwa
hukum Islam bisa beradaptasi dengan
perubahan sosial. Pendapat ini dipe-
gang oleh sejumlah ahli dalam bidang
Islam seperti Linant de Bellefonds
dan mayoritas reformis dan juris
Muslim scperti Subhi Mahmasani.
Argumen pendapat pertama dikemu-
kakan oleh C.S, Hurgronje dan juga
G. Berstrasser, hukum Islam adalab
bukum agama yang karenanya abadi.
Menwrut J. Schact, terdapat relasi
kuat antara hukum Islam dan teologi.
Bagi Malcol H. Kerr konsep hukum
Islam benar-benar berakar pada teo-
logi. Sumber hukum Islam adalah
kehendak Tuhan, bukan akal manusia.
Menuwrut CH. Toy, orang Semit
memahami hukum sebagal sesuatu
yang absolut dan diwahyukan Tuban,
lain dengan orang Yunani Yyaog
memahami hukum sebagai pemikiran
hukum alam. Dalam koateks hukum
Islam, menurut pendapat pertama,
hukum Islam bersifat ilahiyah (Divine
Law) karena bersumber dari wahyu
(Alquran) melalui Nabi (hadis). Kare-
pa bersifat ilahiyah maka sumber-
sumber ini diyakini suci, final, dan
karenanya ‘“efemal” (abadi). Sejum-
lah sarjana mendukung pendapat ini
antara lain N.J. Coulson, H.AR.
Gibb, H.J. Liebesny, Majid Khaduri,
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H. Lames, G. Makdisi dan J.N.D.
Anderson.?

Argumen kedua, bagi pandangan
pertama, bahwa secara epistemologis,
hukum Istam bersumber dari Alguran
dan Hadis bukan dari produk intele-
gensia manusia. Secara apriorf akal
manusia memiliki Kketerbatasan dan
ketidakseropurnaan, maka tidak ada
peran primer diperkenankan bagi akal
manusia dalam membuat hukum. Dan
karenanya, kata Schact, sejulah unsur
irrasional sarvive dalam hukum Islam.
Argumen pendapat kedua yang
didukung antara lain oleh Van Den
Berg dan M. Morand yang memper-
tanyakan ide keabadian hukum Islam
di mana hukum Islam seperti halnya
hukum-hukum lain, bisa diubah, dire-
formasi dan dikodifikasi oleh legislasi
pemerintah sesuai dengan kebutuhan-
kebutuhan sosial. Pendapat ini didu-
kung oleh kemyataan hukum Islam
dalam prakteknya, dalam hal ini
bukum di luar yang bersifat ritual,
dalam prakteknya mengalami penye-
sugian dengan kebiasaan-kebiasaan
masyarakat.’

Teori bahwa hukum Islam itu
abedi dan karenanya tidak menerima
perubahan, ditantang oleh teori kedua
bahwa hukum I‘slam dihadapkan pada

*Muhammad Khalid Mas"id, “slamic
Legal Philosophy: A Study of Abil Ishaq
al-Shatibi’s Life and Thought”, 46.

SMuhammad Khalid Mas'td, “Islamic
Legal Philosophy: A Study of Abi Ishaq
al-Shatibi’s Life and Thought™, 48.
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tantangan perubahan karenanya mesti
adaptable dengan perubahan dan ke-
butuban sosial. Pertanyaannya, bagai-
mana metode untuk mengadopsi teori
hukum bagi perubahan. Berbagai
sistem hukum meuggunakan metode
tertentu untuk menghadapi tantangan
perubahan itu. Hukum Romawi me-
mecahkan problem ini dengan cara
membedakan antara jus civile yang
ketat dan jus honorarium yang elastis.
Dalam Common Law, fleksibiltas
dicapal melalui eguity (keadilan).
Dalam hukum Islam sebagai im-
bangan equity, digunakan prinsip
istislah sebagaimana dibicarakan oleh
Chehata. Tyan mengemukakan tiga
metode: istibsan, istislah, den siyesah
shar'iyah. Napun bagi Schact, hukum
Islam tidak dan tidak bisa mengem-
bangkan metode-metode semacam
itu, terutama Kkarena sifat hukum
Islam yang merupakan hukum suci par
excelence, sempurna, abadi dan tidak
membutuhkan perubahan tidak mem-
butuhkan metode-metode itu. Bagi
Schact, prinsip-prinsip ‘urf istibsan,
istislab, dan sunpab, tidak digunakan
sebagai prinsip-prinsip perubahan
tetapi lebih untuk menafsirkan dan
menjustifikasi aturan-aturan hukum
yang sudah ada. Malcolm Kerr, dalam
kajiannya tentang reformasi Islam
pada abad ke-19, telsh memperkuat
kesimpulan-kesimpulan Schact. Pene-
litiannya terhadap konsep masfabah
yang dianggap olch para pendukung
dinamisme dalam hukum Islam se-
bagai prinsip  adabtabilitas, ia
menyimpulkan bahwa walaupun seca-

ra teoretis merupakan prinsip liberal,
tetapi maslahah dalam aplikasi aktual
tunduk kepada batasan-batasan teolo-
gis dan [dealistik yang ditentukan
oleh teori hukum Islam.!

Penelitian Mas’ud, intinya ingin
menjawab persoalan: apakeah hukum
Islam pada kenmyataannya berubah?
Apakah hukum Islam bisa berubah?
Dua pertanyaan ini merupakan titik
pijak untuk menjawab pertanyaan,
apakah hukum Islam memiliki adap-
tabilitas terhadap perubahan sosial
atau tidak? Satu perangkat argumen
jalah bahwa konsep maslahal-nya al-
Shatibi dalam kaitan ajarannya ten-
tang magasid al-shari’ali mervpakan
produk kebutuhan zamannya untuk
mengdaptasikan hukum Islam dengan
kondisi-kondisi sosial baru. Argumen-
tasi kedua, bahwa konsep maslahah
yang dikembangkan al-Shatibl meru-
pakan suatu usaha untuk menjusti-
fikasi kemampuan teori hukum Islam
untuk beradaptasi dengan kebutuhan-
kebutuhan sosial. Dengan demikian,
tujuan penelitian Mas’ud adalah un-
tuk menganalisis konsep konsep mas-

_Ishab-nya al-Shatibi dalam kaitan

sjar-annya tentang magasid al-shari-
’ah merupakan produk kebutuhan
zamannya tuntuk mengdaplasikan

*Muhammad Khalid Mas’éd, “Islamic
Legal Phxlosophy A Study of Abit Ishaq
al-Shatibi’s Life and Thought”, 48.
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hukum Islam dengan kondisi-kondisi
sosial baru.

Pilihan Mas’ud terhadap al-
Shatibl, dikemukakan pada awal
pendshulvan disertasinya, bahwa di
antara sekian juris yang menulis
konsep maslahah sebagai prinsip
independen bagi teori hukum Islam,
Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-
Shatibi (W. 790/1388) membuat salah
satu kontribusi yang signifikan.
Dalam al-Muwalagat-uya al-Shatibi
menyajikan doktrin magasid al-shari-
*ah yang berisi ekposisi atas berbagai
aspek komsep maslabah scbagai
prinsip teori hukum. Olch sebab itu,
menurut Mas'ud, al-Shatibl merupa-
kan pilihan yang valid bagi peae-
litianuya, Lebih jaub, pilihan atas al-
Shatibi dodorong oleh fakta bahwa
dalam rangka mendukung pandangan
adaptabilitas, biasanya argumentasi-
argumentasi al-Shatibi-lah yang dija-
dikan pijakan oleh para reformis
modern dalam menghadapi tantangan
perubahan sosial bukum Islam. Sha-
tibi mencari jawaban bagi tantangan
semacam ini dalam prinsip maslahab.®

Perubshan Sosial di Granada pada
Abad ke-14

Satu bagian dari argumen studi
Mas’ud ini ialah bahwa filsafat

SMuliammed Khalid Mas"iid, “Islamic
Legal Philosophy: A Study of Abu Ishdq
al-Shatibi’s Lifc and Thought”,

“Mubammad Khalid Mas'id, “Islarmc
Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq
al-Shatibi’s Life and Thought”,
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bukum Islam yang dikembangkan
oleh al-Shatibi tidak berasal dari titik
vakum, namun dilahirkan dalam
rangka menjawab tantangan peru-
bahan sosial dan kebutuhan zamannya
untuk mengadaptasikan teori hukum
dengan kondisi sosial baru. Karena
ilu, penting memahami sef/ing his-
toris di mana filsafat hukum al-
Shatibi berkembang. Granada, di
mana al-Shatibi hidup, mengalami
percbahan-perubshan  yang sangat
penting, dan kadang-kadang belum
pemah tetjadi sebelumnya, perubah-
an-perubahan di abad ke-14 di mana
al-Shatibi dibesarkan. Pemikiran hu-
kum al-Shatibi merefleksikan perha-
tian yang dalam terhadap perubahan-
perubahan ini.”

Konsolidasi kekuatan politik oleh
Sultan Muhammad V amat mempe-
pgaruhi pertumbuhan dan perkem-
bangan semua lembaga sosial di
Granada. Konsolidasi ini khususnya
memgpengaruhi status dan peran para
fugahe, yang karenanya juga mem-
pengarvhi syari'ah di dalam masya-
rakat Granada. Sistem pendidikan
baru, struktur judisial, penetrasi
tarikat-tarikat sufi dan penyebaran
pemikiran liberal yang semuanya
didukung oleh sistem politik semacam
itu mempengarvhi  aktivitas-aktivitas
intelektual masyarakat Granada. Per-
kembangan-petkembangan  ekonomi
pada periode ini kenyataannya begitu

"Mubammad Khalid Mas'ud, “Islamic
Legal Philosophy: A Study of Ab{ Ishaq
al-Shatibi’s Life and Thought”, 81-82.
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penting  schingga merubah jalan
sejarah dalam agama ini. Kebanguaan
perdagangan Laut Tengab, perubahan
dari ekonomi pedesaan menjadi eko-
nomi urban, pengenalan dinar temba-
ga dan faktor-faktor semacam itu
amat mempengaruhi pola kehidupan
di Granada. Bentuk-bentuk kerjasama
bisnis, kontrak dan hubungan baru
menuntut konsep-konsep kewajiban
hukum.®

Pemerintahan Sultan Muhammad
V secara relatif merupakan masa
damai dan stabil secara politik. Oto-
ritas agama yang langsung dikontrol
oleh Sultan, membuat otoritas firgaha
merosot. Mereka kehilangan kontrol
atas lembaga-lembaga pendidikan
(madrasah), mereka tidak lagi menik-
mati jabatan-jabatan, mereka juga
tidak dapat menahan merembesnya
tasawuf dan tarikat, di mana scbagian
fiugaha ada yang bergabung dengan
tarikat-tarikat sufi, scbagian menen-
tangnya karena pertimbangan politik,
dan sebagiannya karena pertimbangan
ekonomis.” Munculnya perubahan-
perubahan dalam kehidupan ekonomi
ke arah merkantilisme, menyebabkan
hilangnya lembaga-lembaga yang
didasarkan pada ekonomi pertanian
dan munculnya lembaga-lembaga ba-
ru.  Perubahan-perubahan  tersebut

* Muhammad Khalid Mas ud, “Islamic
Legal Philosophy: A Study of Abi Ishaq
al-Shatibi’s Life and Thought™, 104.

9 Muhammad Khalid Mas’ud, “Islamic
Legal Philosophy: A Study of Abil Ishaq
al-Shatibi’s Life and Thought”, 105.

harus dihadapi oleh fikih Maliki (maz-
hab mayoritas yang dianut di Grana-
da). Keadaan ini memaksa para
fogaha untuk mengembalikan proble-
ma-problema yang mereka hadapi
kepada masalah-masalah metodologi
hukum yang fundamental dan prinsip-
prinsip umum teori hukum. Di antara
usaha-usaha itu kontribusi al-Shatibi
memiliki signifikansi tersendiri.'®

Al-Shatibi: Kehidupan dan Karys
Nama lengkapnya adalah Abu
Ishaq Ibrahim b. Musa b. Muhammad
al-Lakhmi al-Shatibi. Keuarga dan
kebidupan awalnya tidak banyak
diketahui. Sedikit pengetahuan bahwa
al-Shatibl muda bertepatan dengan
pemerintahan Sultan V al-Ghani
Billah, suatu masa keemasan di
Granada, di mana kota ini menjadi
pusat perhatian para safjana dari
semua bagian Afrika Utara, termasuk
di antaranya sejarawan Ibn Khaldun
dan Tbn al-Khatib pernah mengu-
njungi kota ini."' Masa pendidikan al-
Shatibl diawali dengan mempelajari
bahasa dan sastra Arab, lalu ilmu-
{lmu tradisional (al-‘vlm al-paqliyah)
dan ilmu-ilmu rasional (ai-‘vlum al-
‘agliyab) seperti filsafat dan kalam.
Tumbuhnya minat pada usil al-figh
karena menurut perasasnnya bahwa

19\ fuhammad Khalid Mas'ud, *Islamic
Legal Philosophy: A Study of Abd Ishag
al-Shatibi’s Life and Thought™, 124-126.

Upfyhammad Khalid Mas’ud, “Islamic
Legal Philosophy: A Study of Abil Ishaq
al-Shatibi's Life and Thought”, 171.
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kelemahan fikib dalam wmenjawab
tantangan-tangangan perubahan sosial
terutama dikarenakan olch metodo-
logi dan filsafatnya yang kurang
memadai.”? Dalam pesjalanan hidup-
nya, al-Shatibi terlibat perdebatan
dalam persoslap-persoalan  agama
termasuk perdebatan dengan para sufi
meskipun al-Shatibi tidak anti-tasa-
wuf Perdebatannya dengan para sufi
dikarenakan munculnya sekelompok
sufi yang meninggalkan praktek-})rak-
tek wajib dalam pengertian fikib. 3
Dilihat dari daftar karya-karyanya,
dapat diketabui bshwa al-Shatibl
adalah seorang ulama yang produktif.
Di antara karyanya dalam bidang usi/
al-figh adalah al-Muwafagat dan al-
Itisam"* Karya-karya lainnya dalam
bidang bahasa seperti komentar
(sharah) atas Alfiyyah Tbn Malik dan
dalam bidang hadis, yaitu suatu ko-
mentar atas bab jual beli (buwv')
dalam Sapib al-Bukbar Selain
bidang-bidang di atas, Fafawa al-
Shatibl merupakan karya penting
dalam merespon tantangan perubahan

2\fuhammad Khalid Mas"ud, “Islamic
Legal Philosophy: A Study of Abii Ishaq
al-Shatibi’s Life and Thought”, 174.
UMuhammad Khalid Mas®ud, “Islamic
Legal Philosophy: A Study of Abil Ishaq
al-Shatibi's Life and Thought”, 180
“Muhammad Khalid Mas*ud, *Islamic
Legal Phifosophy: A Study of Abil Ishaq
al-Shatibl's Life and Thought™, 182..
YMuhammad Khalid Mas"ud, “Islamic
Legal Philosophy: A Study of Abi Ishaq
al-Shatibi’s Life and Thought”, 190.
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sosial berkaitan dengan persoalan-
pursoalan keagamaan.'®

Dari kasus-kasus yang ada pemba-
basan dikategorikan dalam enam
persoalan: teologis, ibadah dan ritual,
keluarga, kekayaan, pajak, serta kon-
trak dan obligasi. Dari 40 kasus yang
menyangkut adaptasi terhadap peru-
baban sosial, al-Shatibi menerima
perubahan sosial dalam 14 kasus dan
menolak dalam 23 kasus. Dari kasus-
kasus menyangkut teologis, ibadab,
dan wakaf, ia menolak adaptabilitas
hukum Islam terhadap pervbahan-
perubaban sosial dengan cara menya-
takan perubabap-perubahan ini seba-
gai bidah. Dalam masalah kontrak dan
dan pajak ia menerime perubahan
sosial karena melayani kepentingan
umum secara positif, sedangkan da-
lam kasus obligasi ia melindunginya
dari perubahan sosial dengan cara
melawan apa yang membahayakan
kepentingan umum. Prinsip yang
dipakai adalab Zahsil dan maslapab
yang dipermudah dan ‘adam barsj
(meniadakan kesulitan). 1

Shatibi juga menolak penghapusan
taklid kepada fikih Maliki untuk
meminjam dari mazhab-mazhab lain
karena metode ini membawa diver-
sitas dalam praktek-praktek hukum,
di samping karena memang tidak

Muhammad Khalid Mas*ud, “Islamic
Legal Philosophy: A Study of Abii Ishaq
al-Shatibi's Life and Thought™, 206,

"Mubammad Khalid Mas’ud, “Islamic
Legal Philosophy: A Study of Abil Ishaq
al-Shatibi’s Life and Thought”, 210.



membantu  memecabkan  masalah.
Karena konsep-konsep hukum sebe-
lumnya gagal menjaweb problem-
problem yang dimunculkan oleh
perubshan-perubahan sosial, maka al-
Shatibi bertumpu pada prinsip-prinsip
umum semisal mas/abab. Terjadilah
perubahan dalam metode dan subs-
tansi fikih. Perubshan semacam itu
secara logis membuubkan justifikasi
teoretis bagi adaptasi hukum terhadap
perubahan-perubahan sosial. Al-Shati-
bi mencari justifikasi itu dalam
prinsip mas/ahah. Dengan pengecua-
lian bidang ibadah karena menyang-
kut relasi langsung manusia dengan
Tuhannya (ritual), dalam menanggapi
semua kasus hukum, al-Shatibi lebib
mementingkan kepentingan umat ma-
nusia dan kebaikan umum dibanding-
kan ketaatan terhadap hukum. "

Konsep Maslahsh Sebelum Al-Shatibi

Secara bahasa, kata maslabah
merupakan Kkata benda infinitif dari
kata s-I-5. Kata ketja safuha diguna-
kan untuk menunjukkan jika sesuatu
atau seseorang menjadi baik, tidak
korupsi, benar, adil, saleh, jujur atan
secara alternatif untuk menumjukkan
keadaan yang mengandung kebajikan-
kebajikan tersebut. Li-saluha berarti
keserasian dan dalam pengertian
rasionalnya, masiahah berarti sebab,
cara atau suatu tujuan yang baik. Ia
juga bisa berarti seswatu, permasa-

¥Muharamad Khalid Mas'ud, “Istamic
Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq
al-Shatibi’s Life and Thought”, 246-260.

lahan atau bagian dari suatu urusan
yang menghasilkan kebaikan atau
sesvatu untuk kebaikan. Bentuk
jamaknya adalah masalif scbagai
lawan dari mafSadab. Kata masizhab
sebagai suatu istilah teknis tidak
digunaken oleh Malik atau Syafi’i,
yang karenanya konsep imi mestilah
berkembang pada periode pasca
Syafi’i. Sejumlab pengikut Syafi’i
dan mutakallimin menerima may/abal
yang mempunyai landasan tekstual
khusus (as/). Yang tidak demikian dan
berarti bertentangan dengan dalil ma-
ka tidaklah valid. Pengikut Hanafi
menerima maslahah. Maslahah seba-
gai istilah teknis tidak digunakan oleh
Tbn Hazm dari mazhab Zahiri dan oleh
Pazdawi seorang pakar hukum dari
mazhab Hanafi. Abii al-Husayn al-
Basri secorang Mu'tazili mengguna-
kannya. Baginya maylahah berarti
kebaikan. Sebelum al-Shatibi, al-
Ghazali pada abad ke-12 telah
menggunakannya mas/ahah dalam al-
Mustasfa dan disusul al-Razi pada
gbad ke-13. Kemudian Ibn ‘Abd al-
Salam, sedangkan Tbn Taimiyah dan
muridnya Tbn Qayyim menolak mas-
lahah karena mempertehankannya
sebagai landasan pertimbangan materi
hukum berarti membuat hukum
agama dan Tuhan tidak mengizinkan
cara ini. Melakukan itu sama dengan
istihsan dan tahsin ‘sgli. Namun
demikian, selama masiahah memper-
timbangkan perbuatan spesifik untuk
mencari manfaat yang disukai, dan di
dalam tidak ada (aturan) yang
menentangnys, maka maslahah kate-
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gori ini diterima oleh Thn Taimiyah.
Pertimbangan mas/abal Ibn Taimiyah
ini diikuti oleh muridnya Ibn Qayyim
dengan istilah siyasab, yang diakui
oleh Ibn Qayyim dalam P/am sl
Muwsgqin memainkan peran penting
dalam mmerangkan kewajiban-ke-
wajiban hukum, penalaran bukum,
dan pervbaban bhukum. Yang lebih
liberal adalah pendapat al-Tufi. Ia
memberikan  justifikasi  kepada
penggunaan maglahah bahkan yang
melampani mas (teks). Maslahal
adalah prinsip yang fundamental yang
menga.lahknn metode-metode  lain
sepeti ijma’.

Doktrin Al-Shatib] tentang Maqagid
al-Shari’sh

Doktrin magasid al-sharf’ah al-
Shatibi merupakan suatu usaha untuk
menegakkan mas/abah sebagai sum-
ber esensial bagi tujuan-tujuan hu-
kum. Al-Shatibi mempertahankan
bahwa premis masalih bisa dite-
gakkan dalam syariah melalui metode
induksi, misalnya, Alquran menje-
laskan alasan-alasan wudu, puasa, dan
jihad secara berturut-turut sebagai
pensucian, kesalehan dan pembasmian
tekanan, Menurut al-Shatibi, tujuan
utama shar’f adalah mas/abah manu-
sia. Kewajiban-kewajiban dalam sya-
riah adalah memperhatikan magasid
al-shari’ah di mana ia merubah tujuan
untuk melindungi masalih manusia.

Muhammad Khalid Mas'ud, “Islamic
Legal Philosophy: A Study of Abdi Ishag
al-Shatibi’s Life and Thought”, 260-279,
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Moasalilh  adalah  “melindungi  ke-
pentingan-kepentingan”.  Al-Shatibi
membagi magésid utau masalih men-
jadi darurf (keharusan), Agil (dibu-
tuhkan) dan fabsioi (penghias).
Kategori darmnd terdiri dari lime hal:
memelibara agama (a/-djn), memeli-
hara jiwa (2Fnafs), memelibara ketu-
nman (2/-pas/), memelihara kekayaan
(al-mal), dan memelihara akal (al
‘agl) Hajiyyak dibutuhkan untuk
memperluas  tujuan magssid dan
untuk menghilangkan kekakuan dan
kesulitan. Contoh-contoh hajiyyah
antara lain rukhsah (konsesi) dalam
salat dan puasa bagi orang sakit atau
musafir. Tahsiniyyal berari meng-
ambil apa yang terbaik dari
kebiasaan-kebiasaan (adat) dan meng-
hindari cara-cara yang tidak disukai,
misalnya kesopanan dalam menutup
aurat dalam salat, dan dalam adat
adalab etiket, sopan santun, dan lain-
lain. Sedangkan delam muamalat,
misalnya larangan menjual barang-
barang najis; untuk jinayah (pidaca)
adalah larangan dari membunuh
seorang yang merdeka sebagai ganti
seorang budak*°

Kantinuitas dan Perubshan
Muhammad Khalid Mas’ud me-
ngemukakan  komponen-kompo-nen
dasar dalam konsep al-Shatibi tentang
maslahah sebagai berikut: (1) Mem-

*Muhammad Khalid Mas{id, Isleamic
Legal Philosophy: A Study of AbU Ishaq
al-Shatibi’s Life and Thought”, diramu
dari halaman 280-363.
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pertimbangkan kebutuhan manusia;
(2) Rasionalitas hukum dan pertang-
gungjawaban manusia; (3) Perlin-
dungan dari bahaya, sesuai dengan
tujuan si pembuat hukum. Sebagai-
mana dikemukakan sebelumnya, bah-
wa al-Shatibi menerima sebagian
kasus perubahan hukum dan sebagian
menolaknya. Fakta bahwa al-Shatibi
tidak menerima atau menolak per-
ubahan sosial fz fofo dan lebih lanjut
ja membedakan berbagai kasus per-
ubahan, menunjukkan bahwa al-
Shatibi memiliki konsep tentang
perubshan dan interaksi antar per-
ubahan sosial dan perubahan hukum.
Al-Shatibi membicarakan problem
kesinambungan dan perubahan de-
pgan mendiskusikan konsep-konsep
shari’ah, adat, bid’ah dan ijtihad. Al-
Shatibi menemukan babwa syariah
tidak menolak adat secara keselu-
ruban. Syariat Islam yang dibawa
oleh Nabi Muhammad merupakan
syariah yang mengkonfimasikan ham-
pir semua adat yang dipraktekan oleh
masyarakat di masa pra-Islam. Adat
yang dianggap baik pada masa pra
Islam maka diadopsi oleh Islam
seperti diyat. Relasi syarish dan adat,
bahwa syariah bisa merubah adat dan
adat bisa merubah syariah. Fakta, bila
terjadi sesuatu perubahan dalam adat,
maka perubahan itu juga mempe-
ngaruhi syariat. Oleh karepa itu
syariah mesti mengdapatasikan diri
terhadap perubahan.

Kaitan dengan persoalan bid’ah
yang mana istilah ini secara etimo-
logis berarti menemukan sesuatu yang

baru, yang belum ada. Ia membagi
bid’ah dalam dua ketegori yaitu
bid’ah dalam ibadah dan bid’ah dalam
adat. Bid’ah dalam ibadah adalah
suatu cara inovasi dalam agama yang
menyamai cara syariahdan dimaksud-
kan umtuk diiuti dalam rangka men-
capai ketaatan tertinggi (Ya’abbrd)
kepada Allsh. Adspun dalam masalah
duniawi, yakni selain masalah agama,
maka tidak ada bid'sh. Misalnya
inovasi dalam kersjinan tangam, pe-
rencanaan kota, dan lain-lain. Shatibi
tidak menerima perluasan (bid’ah)
dalam masalah ibadah, tetapi hanya
dalam adat. Alasannya adalah bahwa
dalam ibadah hanya Allah saja yang
bisa memutuskan apa yang baik bagi
manusia. Memperluas dalam ibadah
melampaui apa yang ditentukan Al-
quran adalah bid’ah yang harus dicela.
Sementara ibadah tidak bisa dinalar,
sedangkan adat bisa. Maka dalam
masalah-masalah selain ibadah hukum
bisa dikembangkan untuk merespon
perubahan-perubahan dan memperluas
dan menerapkan ketentuan-ketentuan
hukum. Di sinilah perlunya seorang
ahli hukum merespon suatu peubahan
sosial dalam kerangka sistem hukum
yang disebut ijtihad. Ijtihad bukan
semata.mata suvatu proses adaptasi
teori hukum dengan perubahan-
perubshan sosial tetapi juga ber-
maksud mencapai usaha rasional
untuk mengakomodasikan perubahan
ita dan masih tetap memelihara
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kontinuitas (keberlangsungan) suatu
sistem hukum.”

Analisis-Kritis

Dalam  disertasinya, Mas'ud
menggunakan pendekatan historis.
Hal ini dapat dilihat dari uraiannya
yang panjang lebar mengenai latar
belakang scjarah meliputi perkem-
bangan politik, sosio-religius, ekono-
mi, dan hukum Mas'ud juga
menggunakan pendekatan biografis
scbagaimana dapat dilihat dari
urgiannya tentang kehidupan dan
karya Shatibi. Uralannya tentang
latar historis dan kehidupan Shatibi
ini penting, sebab sebagaimana
dikemukakan olch Mas'ud, “For a
better understanding of al-Shatibl’s
views on the adaptability of Islamic
legal theory to social changes, a
general study of the changes that
accurred in al-Shatibl’s period is
pecessary”?

Dengan kata lain, filsafat hukum
Islam yang dikembangkan oleh al-
Shatibi tidak berasal dari titik vakum,
tetapi dilahirkan dalam rangka men-
jawab tantangan perubahan sosial dan
kebutuhan zamannya untuk meng-
adaptasikan teori hukum dengan

Muharmmad Khatid Mas"iid, “Islamic
Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq
al-Shatibi’s Life and Thought”, diramu
dari 364-402.

ZMubammad  Khalid  Mes'ad,
“Islamic Legal Philosophy: A Study of
Abii Ishaq al-Shitibi’s Life and Thought”,
81.
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kondisi sosial baru. Kenyataannya
ialah bahwa susunan filsafat hukum
al-Shatibl yang baik tidak bisa
dipahami dengan tepat tanpa pe-
ngetahuan yang memadai tentang
setting historis di mana filsafat itu
berkembang. Kekurangmengertian se-
macam itn merupakan faktor utama
yang menyebabkan timbulnya kesu-
litan yang dihadapi oleh para sarjana
modern dalam mempelajari  sistem
pemikiran hukum al-Shatibi yang
kompleks dan padat.?

Reviewer sapgat sepakat dengan
apa yang dinyatakan oleh Mas'ud di
atas karena memang pemikiran
seseorang itu muncul, tentu dilator-
belakang dan dipengarubi sedikit
banyak oleh konteks sosial dan
Zzamannya. Apabila kita membaca

sejarah hukum Islam (farfkh rashii

Islami), kita mengetahui bahwa
produk jjtihad seorang ulama sangat
dipengarubi olek kondisi tempat,
sosial, politik dan sebagainya. Oleh
karena itu, Imam Syafi’i, misalnya
memiliki dua pendapat, yakni
pendapat lama (gaul gadim) ketika ia
bermukim di Irak dan pendapat baru
(qaul jsdid) ketika ia bermukim di
Mesir.®* Mengapa Imam Syafi’i

BMuhammad Khalid Mas'ild, “Islamic
Legal Phﬂosophy A Study of Abii Ishag
al-Shatibi’s Life and Thought™, 81.

¥Mengenai qaw/ gadim (pendapat
lama) dan gaw/ jedid (pendapat baru)
Imam Syafi'i dan faktor-faktor yang
mempengarvhi munculnya peadapat-
pendapat jtu lihat Ahmad Nahrawi Abdus
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”

memiliki pendapat baru dan pendapat
lama? Karena ijtihadnya dipengaruhi
konteks sosial dan zamannya. Faktor-
faktor tersebut berlaku untuk Shatibi
dan tokoh-tokoh lainnya.

Dalam penelitiannya, Mas'id
menggunakan sumber data primer dan
sumber data sekunder. Sumber data
primer adalah data yang dikumpulkan
oleh peneliti untuk menjawab tujuan
penelitian yang telah dirumuskannya.
Data sekunder adalah data yang
dikumpulkan oleh oleh orang lain
untuk tujuan yamg berbeda dengan
tujuan penelitian yang dirumuskan.
Data sekunder digunakan untuk
mendukung data primer dalam men-
jawab permasalaban yang telah
dirumuskan oleh peneliti. Sumber
data primer Mas’ud zdalah Kkarya-
karya langsung Shatibi antara lain
kitab al-Muwafayat, al-I'tisam, dan
Fatawd ditambah karye-karya para
vlama serti  kitab-kitab  fabagat,
riwayat hidup al-Shatibi, misalnya
kitab Nayl al-Ibtihaj karya Ahmad
Baba, dan kitab-kitab wsal al-figh
seperti al-Ihkam £ Usdl al-Abkam
karya al-Amidi, a-Mustasfa min ‘Ilm
al-Usil karya al-Gazali, Qawi'id al-
Abkam ff Masalih al-Anam karya Tbn
*Abd al-Salam, dan lain-lain. Adapun
sumber data sekunder terdiri dari
buku-buku dalam bahasa Arab,
Inggris, Perancis, dan Jerman serta

Salam Al-Indunisi, Ensiklopedi Imam
Syafl'i: Biografi dan Pemikiran Mazhab
Figih Terbesar Sepanjang Masa, (Jakarta:
Penerbit Hikmah, 2008).

1

artikel-artikel berbagai jurnal ilmiah
dan ensiklopedi yang otoritatif.
Berdasarkan penelashan reviewer,
terhadap kutipan-kutipan langsung
mavpun tidak langsung yang disertai
footpotes sumber-sumber data primer
dan sekunder itu betul-betul diguna-
kan oleh Mas*id Dengan demikian,
penelitian Mas’td betul-betul didu-
kang oleh rujukan-rujukan yang
otoritatif. Rincian jumlah foolzotes
yang digunakan adalah sebagai
berikut: pendahuluan terdiri dari 87
footnotes, latar belakang sejarah 215
footgotes, kehidupan dan karya al-
Shatibi 105 foofnotes, fatwa-fatwa 61
footnotes, konsep maslahah sebelum
al-Shatibi 76 foofnotes, maslahgh di
zaman modern 37 foofzotes, dan
filsafat bukum al-Shatibi semuanya
betjumlah 177 footnotes. Hanya saja,
terdapat kekurangan terutama dalam
pengutipan langsung dari Shatibi di
mana Mas’ud tidak memuat teks asli
al-Shatibi, yang sebaiknya agar lebih
orisinal dimuat dalam foofnoles atan
pada bagian lampiran. Menurut
reviewer, alangkah baiknya, Mas'ud
mencantumkannya sebingga pembaca
dapat meng-cross check terjemahan
dan interpretasi Mas’tid kepada teks
asli al-Shatibi yang dikutipnya.
Disertasi Mas’ud merupakan studi
keagamaan  (religious  studies)
khususnya studi Islam (Jslamic
stodies) Menurut Peter Connoly®,

B ihat Peter Comnolly (Ed),
Approaches 1o the Study of Religion,
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studi keagamaan dapat meuggunakan
beberapa pendekatan (approach)®® an-
tara lain pendekatan sosiologis (Socio-
logical spproach), pendekatan antro-
pologis (anthropological spproaches),
pendekatan filosofis (philosophical
approsches), pendekatan psikologis
(psychological approaches), pendekat-
an teologis (theological approaches),
dan pendekatan fenomenologis (phe-
gomenological approaches).
Berdasarkan  kajian  reviewer,
dapat diketahui bahwa penelitian
Mas’ud ini menggunakan beberapa
pendekatan, yaitu pendekatan filsafat
khususnya filsafat hukum, pendekatan

(London: York House Typographic Ltd,
19992i

fstileh pendekatan (spprosch) me-
purut Vemon van Dyke bahwa suatu
endckatan pada prinsipnya adalah ukuran-
ukuran untuk memilih masalah-masalah
dan data-data yang berkaitan antara satu
sama lain. Definisi lain pendekatan atau
rancangan ilmish merupakan beatuk
sistematis yang khusus dari seluruh
pemikiran dan telash reflektif. Suatu
pendckatan dalam menclaah sesuaty,
dapat  dilakukan berdasarkan  sudut
pandang ataupun tinjausn dari berbagai
karakteristik maupun cabang ilmu, seperti
antropologi, psikologi, sejarah, geografi,
ekonomi, politik, termasuk sosiologi. Jika
pada cabang ilmu sosiologi maka pola
pendekatan yang digunakan ukuran-
vkuran sosiologi untuk menentukan
masalah, pertanyaan penclitian maupun
data yang akan ditclash. Lihat Zulfi
Mubarok, Sosiologl Agama, (Malang:
UIN- Maliki Press, 2010), 33.
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kistoris dan pendekatan sosiologis
khususnya sosiologi hukum.

Pendekatan filsafat hukum guna-
kan Mas’ud karena penelitiannya
membabas masalik dan nraqasid al-
shari’ah yang merupakan bagian dari
filsafat hukum. Pendekatan ini sangat
tepat digunakan oleh Mas’ad se-
hingga kajian Mas’nd memilild lan-
dasar ontologis, epistemologis, dan
aksiologisnya. Secara aksiologis dapat
diketahui hakikat massalih dan maga-
sid al-shari’ah, secara epistemologis
dapat diketahui bagaimana masalih
dan maqasid ini digali dari sumber-
sumbernya baik sumber tradisio-
val/nsgli (Alqur'an dan Sunoah),
maupun sumber rasional” agl dan
secara aksiologis dapat diketahui
untuk apa pinsip masalip dan magssid
itu digunakan khususnya dalam
konteks adaptasi bukum Islam
terhadap perubahan sosial.

Mas’ud juga menggunakan pende-
katan kesejarahan (historis) karena
permasalah yang dikaji adalah pe-
mikiran hukum, di mana pemikiran
bukum mengalami pertumbuhan dan
perkembangan sebagaimana meru-
pakan objek pembahasan dan sejarah
bukum Islam (tarikh tashri’® Islami).
Pemikiran yang diteliti dalam
penelitian Mas ud adalah pemikiran
Shatibi, seorang ulama yang lahir,
tumbuh, dan dewasa di salah satu
pusat Islam pada masa itu, yakni
Andalusia sehingga dapat diketahui
secara historis bagaimana keadaan
hukum Islam di wilayah terscbut yang
dapat dipisahkan dari scjarah dan
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peradaban dunia Islam. Karena itu
Mas’ud pun menggunakan pendekatan
sejarah sosial hukum Islam yang,
suatu disiplin yang merupakan perpa-
duan sejarah dam soiologi. Mas’ud
juga menggunakan pendekatan biog-
rafis karena penelitiannya tentang
pemikiran seseorang yang temtu saja
dilatarbelakangi dan diwamai oleh
perjalanan hidup tokoh tersebut.
Selain beberapa pendekatan di
atas, nampaknya Mas'ud juga meng-
gunakan pepdekatan hukum dalam
penelitiannya karena objek yang
dikaji adalah permasalahan hukum.
Menurut Mormris L. Cohen, penelitian
hukum atau Jegal research is the
process of finding the Iaw that
governs acitivities in human society?’
Cammpbell mengatakan bahwa pene-
litian hukum bukan saja Jegal research
tetapi juga Jegal scholar. Dan yang
lebih penting, penelitian hukum
bertujuan untuk mengumpulkan ba-
han-bahan yang otoritatif dan relevan
dengan permasalahan hukum yang
dikaji (most legal research bas its
objectives the collection of autho-
ritative materials relevant to the
problem). Penelitian hukum merupa-
kan suatu kegiatan know-how dalam
ilmu hukum, bukan sekedar HZow-
about. Scbagai kegiatan Amow-liow,
penelitian hukum dilakukan untuk
memecahkan isu hvkum yang
dihadapi.  Disinilah  dibutuhkan

peter Mahmud Marzuki, Penelitian
Huvkvm, (Jakarta: Kencana Prenada
Media, 2010), 57.
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kemampuan wntuk mengidentifikasi
masalah hukum, melakukan penalaran
hukem, menganalisis masalah yang
dibadapi dan kemudian memberikan
pemecshan ates masalab tersebut.’®
Pepelitian hukum digunakan oleh
Mas’iid untuk menggali status hukum
dalam lain-lain yang termasuk Kkate-
gori  praksis bukum. Dengan
pendekatan hukum Mas’id mengum-
pulkan bahan-baban otoritatif dari
karya-karya al-Shatibi, mengiden-
tifikasi, menganalisis masalah dan
memberikan pemecahen masalah hu-
kum Islam dalam perspektif al-
Shatibi.

Dalam penelitiannya ini, nam-
paknya Muhammad Khalid Mas’ud
menggunakan pendekatan sosiologis
khususnya sosiologi bukum. Ini ter-
libat ketika ia menguraikan kondisi
sosial Granada tempat di mana al-
Shatibi hidup. Kondisi sosial Granada
yang mengalami perubahan dari aspek
politik, sosial, dan ekonomi. Dengan
demikian, Mas’ud telah membi.
carakan bukum dan basis sosialnya.
Pendekatan yang digunakau ini tepat
karena karena hukum positif yang
berlaku (artinya isi dan bentuluya
yang berubah-rubah menurut waktu
dan tempat), dengan bantuan faktor-
fuktor  kemasyarakatan. Hukum
bukanlah lembaga otonom dan bukan
pula suatu gejala yang metral, yang
semata-mata hasil rckaan bebas
manusia. Akan tepati, ia berada dalam

Uputer Mahmud Marzukl, Pesclitian
Hukum, 59.
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kajian yang sangat erat dengan
masalah-masalah perkembangan sosi-
al” Hukum Islam secara teoretis
memang bersifat normatif, namun
secara praktis bersifat empiris.
Dengan pendekatan hukum maka
hukum Islam dikaji dalam wilayah
empirisnya, yaitu hukum yang secara
praktis dan faktual berlaku di
masyarakal.

Dalam melakukan interpretasi
data, menurut reviewer, Mas'id se-
baiknya menggunakan metode her-
meneutika®® yang merupakan bagian
dari analisis analisis wacana, yang
menurut Nasr Hamid Abu Zayd dalam
kitabnya AZKXNass, al-Sultal, al-
Hagiqah, bersandar pada pemanfaatan
hermeneutika, di samping semiologi,

By ihat Yesmil Anwar & Adang,
Pengantar Sosiologi Hekum, (Jakarta:
Grasindo, 2013), 109,

Openelitian hukum Islam dapat
menggunakan hermencutika.  Menurut
Arip Furgon, ada perbedaan pendapat
tentang penggunaan heremencutika, ada
yang berpendapat bahwa hukum Islam
tidak bisa dikeji dengan menggunakan
hermencutika karena hemeneutika meng-
anggap semua teks ilu sama yang, karya
kemanusiaan, yang dapat dikaji oleh
siapspun dan dengan metede apapun.
Hermeneutika juga menganggep setiap
teks adalah produk historis; hermeneutika
Juga menuntut penecliti untuk menganut
relativisme  cpistemologis  karenanya
hermeneutika juga menuntut skeptisisme
peneliti  (Arip Furqom, “Pendekatan
Hermeneutika dalam Kajian Hukum
Islam”, Ahkam, Vol. XII, No. 2, (Juli
2012): 189-190.
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linguistik, stilistika, dan naratologi’’.
Menurut William C. Chittick, herme-
pewtika memiliki arti penting dalam
memahami teks. Salah satu ciri
pendekatan hermeneutika, menurut
W. Chittick, jalah adanya kesadaran
yang mendalam bahwa  untuk
menangkap makna sebuah teks tidak
bisa banya mengandalkan pemaha.
mahan gramatika bahasa, melalnkan
memerlukan  data dan  imajinasi
koateks sosial serta psikologis baik
dari sisi pembicara (pengaraug) mau-
pun pendengar (pembaca)).”. Herne-
neutika dan studi makna® digunakan
untuk memahami teks-teks al-Shatibl
seperti al-Muwalagat, al-I'tisam, dan
Fatawa di mana teks-teks tersebut
memiliki  konteks  sosial  dan
psikologis dari sisi al-Shatibi sendiri
dan pembaca teks-teks al-Shatibi.
Berkaitan dengan analisis data,
menurut reviewer, Mas'ud meng-
gunakan amalisis data induktif yang
merupakan sifat penclitian kualitatif
sebagaimana dikemukakan di atas.
Menurut John W. Creswell, analisis
data induktif (fnductive data analysis)

3'Nasr Hamid Abu Zaid, Teks Otoritas
Kebenaran, (Yogyekarta: LkiS, 2012), 77.

William Chittick, The Sufi.Path of
Knowledge., Xii.

3Tentang studi makna lihat Fx.
Rahyono, Studi Makas, (Jakarta: Penaku,
2011), h. 17-18; lihat juga Stefanus
Nindito, “Fenomenologi Alfred Schutz:
Studi tentang Konstruksi Makna dan
Realitas dalam Ilmu Sosial”, Jumal limu
Komunikssi, Vol. 2, No. 1, (Juni 2005):
79-94.
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yang mana para peneliti kualitatif
membangun pola-pola, kategori-kate-
gori, dan tema-temanya dari bawah ke
atas (induktif), dengan mengolah data
ke dalam umit-unit informasi yang
lebih abstrak. Proses induktif ini
mengilustrasikan usaha peneliti dalam
mengolah  secara  berulang-ulang
tema-tema dan database penelitian
hingga peneliti berhasil membangun
serangkaian tema yang utuh.* Dan
itulah yang dilakukan oleh Mas’ud
dalam disertasinya dari pendaha-
huluan sampai kesimpulan.

Kaitan dengan teori yang digu-
nakan Mas'id, sepertinya ia lebih
condong kepada teori babwa hukum
Islam dihadapkan pada tantangan
perubahan karenanya mesti adaptable
dengan perubahan dan kebutuhan
sosial. Dengan menggunakan prinsip
maslabah dan maqasid al-sbari’sh,
pemikiran al-Shatibl, yang menjadi
objek kajian Mas’ud, menunjukkan
babwa hukum Islam menerima adap-
tasi terhadap perubaban  sosial
walaupun tidak dalam semua aspek
bukum. Dalam aspek ibadah dan
beberapa kasus di luar aspek ibadah,
al-Shatibi tidak menerima adapatasi
hukum Islam. Kasus-kasus hukum di
mana hukum dapat beradaptasi de-
ngan perubahan sosial dengan mem-
pertimbangkan kebaikan (mas/ahak)
dan dalam rangka mewujudkan

HJohn W. Creswell, Research Design:
Pendekatan Kualitatiff Kuantitatif, dan
Mixed, 261.
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tujuan-tujusn hukum (magasid al-
shari'ah).

Penting ditambahkan di sini bebe-
rapa teori hukum Islam dan perubahan
sosial. Mengenai relasi agama dalam
perubghan sosial sebagaimana dike-
mukakan oleh para sosiolog. Menurut
sebagian pendapat agama meng-
hambat perubahan sosial. Karl Marx,
misalnya, mengatakan bahwa “agama
adalah candu bagi rakyat’. Doktrin
kepasrahan total peada Tuhan
membuat penganut agama menerima
saja pasib yang menimpanya seka-
lipun nasib buruk dan tidak tergerak
untuk memperbaiki keadaan.* “Dunia
adalah penjara bagi orang beriman
dan surga bagi orang kafir, sedangkan
akhirat penjara bagi orag kafir dan
surga bagi orang beriman”, membuat
mereka menyerah pada keadaan buruk
yang menimpanya di dunia dan
berharap kebahagiaan di “alam sana”.
Para sosiolog juga mengemukakan
relasi tidak barmonis antara agama
dan perubahan sosial yang ditun-
jukkan oleh perlawanan kalangan aga-
ma terhadap perubahan sosial. Seba-
gian kalangan agama yang moderat
berupaya menyesuaikan agama, dalam
batas-batas tertentu, dengan peru-
bahan sosial Bertentangan dengan
pendapat pertama, sosiolog lain
menunjukkan bahwa agama mert-
pakan kekustan revolusioner dalam
gerakan sosial untuk perubahan

¥Kamanto  Sunmarto,  Pengantar
Sosiologi, (Jakarta: lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi UI, 2000), 71.
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masyarakal. Banyak contoh peran
agama dalam gerakan sosial.*® Terjadi
jalinan (relasi) simbiosis mutualisme
antara agama dan perubahan sosial
Agama memberikan kontribusi dalam
perubahan sosial dan perubahan sosial
sering diiringi dengan peningkatan
kehidupan keagamaan. Sebagai con-
toh, tesis Weber yang terkenal itu
membuktikan bahwa perkembangan
kapitalisme di Eropa Barat berhu-
bungan sccara erat dengan perkem-
bangan etika Protestan. Contoh yang
kedua, dikemukakan oleh Clittord
Geertz  yang pemah  melakukan
penelitian relasi agama dengan entre-
peneuship yang dijalankan oleh kaum
santri di kota Pare dan kaum
bangsawan Hindu di kota Tabanan.”’
Beberapa teori  sebagaimana
dikemukakan di atas berkaitan dengan
relasi agama dengan perubaban sosial
Kemudian bagaimana relasi  antara
hukum Islam dengan perubahan
sosial? Perubahan masyarakat adalah
sebuah keniscayaan, pasti terjadi yang
tidak mungkin bisa dicegah baik itu
perubahan yang terjadi tanpa diusa-
hakan, tanpa dikchendaki dan tanpa
direncanakan yang oleh para sosiolog
disebut sebagai “upintended-cange’
dan “unplanned changé’ maupun
perubahan itu dengan diusshakan,
dikebendaki dan direncanakan oleh
manusia sebagai agen perubahan

¥Kamanto  Sunarto,  Pengantar
Sosiologi, T3.
Mgamanto  Sunarto,  Pengantar

Sosiologi, 13.
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(agent of change) yang disebut
“ioteaded change” dan “planned
change”™® Perubahan dapat diusaha-
kan melalui rekayasa sosial yang
disebabkan oleh perubahan Jideas,
musculnya tokoh-tokoh besar, dan
adanya gerakan sosial.’’ Adspun hu-
kum Islam sebagai salah satu pranata
sosial memiliki dua fungsi, yaitu
sebagai kontrol sosial dan sebagai
justifikasi terhadap tuntutan pery-
bahan sosial, budaya, dan politik
Pada fungsi yang pertama, perubahan
sosial dikoutrol oleh hukum Islam.*
Dalam hal ini, hukum Islam dide-
finisikan sebagai hukum Tuhan yang
suci, yang abadi, yang didasarkan
pada wahyu Allah yang tidak berubah
sepanjang masa*' Dengan demikian

3 Soerjono Sockanto, Sosiologi Sustu
Pengantar, (Yogyakarta: Rajawali, 1986),
281-282. Lihat juga Badri Khacruman,
Hukum Islam dalem Perubshan Sosial,
(Bandung: Pustaka Sctia, 2010), 29.

YJalaluddin  Rekhmat, Rekayssa
Sosial: Reformasi, Revolusi atau Manusia
Besar?, (Bandung: Rosda Karya, 2000),
50.

“Badri Khaeruman, Hukum Islam
dalam Perubahaa Sosial, 38.

“1Ada beberapa istilah untuk hukum
Islam. Sebagian menggunakan istilah
syariah dan sebagian lagi menggunakan
jstilah fikih, Mabmud Shaltit mende-
finsikan “syariah adalah peraturan yang
ditetapkan oleh Alizh atau ditetapkan
dasar-dasarya oleh Allah agar manusia
berpegang teguh kepadanya dalam inter-
aksi dengan Tubannya, dengan sesama
manusia, alam semesta dan dengan
kehidupan.” Lihat Mahmud Shaltit, al-
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Jslam ‘Aqidsh wa Shari’ah, (Kairo: Dar
al-Shurik, 2001), 12. Dalem maknanya
yang luas, syariah meliputi scluruh aspek
agama Islam, politik dan kehidupan sosial.
Lihat Gustav E. Von Gruncbaum,
Medieval Istam A Study in Cultural
Orientation, (Chicago & London: The
University of Chicago Press, 1966), 145.
Sedangkan  Abdul Wahab  Khallaf
membagi ajaran Islam ke dalam tiga
bagian besar: ‘agiclah, khuldqiyah, dan
‘smaliysh. ‘Agidah berkaitan dengan
dasar-dasar  keimanan,  Abuligiyyah
berkaitan dengan etika atau akhlak dan
‘amaliyah berkaitan dengan aspek-aspek
hukum yang timbul dari ucapan dm
perbuatan manusia. Materi hukum Islam
itu sendiri dibagi menjadi dua bagian
besar, yaitu ibadah dan muamalah. Libat
La Jamaa, “Konsep Ta’abbudi dan
Ta'agqulli dan Implikasinya terhadap
Perkembangan Hukum Islam™, Juma/ Jimy
Syariah dan Hukum Asy-Syir'sh, vol. 47,
no. 1 (Juni 2013):. 2. Mohammad Kamil
Kamali menjelaskan bahwa hukum Islam
berasal dari dua sumber: firman Tuhan
(wahy) dan akal manusia (‘zg/). Dua
sumber itu mercfleksikan dua tanda Arab,
Syariah dan Figih. Syariah mengandung
kekuatan pertalian dengan wahyvy,
sedangkan fiqih berkaitan dengan hukum
yang merupakan produk kemanusiaan.
Syariah secara literal berarti “jalan yang
benar” atau “petunjuk” sedangkan figih
merujuk  kepada  pemshamen  dan
pengetahuan manusia. Konsep syariah
lebih lvas dari figih di mana syarizh
adalah  Kkeseluruhan  petunjuk  yang
diwshyukan  Allsh  kepads  Nabi
Muharemad yang berkaitan dengan ajaran
Islam yang meliputi nilai-nilai moral dan
hukum praktis. Jadi, syariah tidak hanya
meliputi hukum, tctapi juga teologi dan
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perubahan sosial harus tunduk pada
hukum Islam yang merupakan hukum
Tuhan yang abadi itu. Ini sejalan
dengan teori S. Hurgronje dan J.
Schact sebagaimana dikemukakan
oleh Mas’ud pada awal-awal pene-
litiannya. Sedangkan hukum islam
sebagai justifikasi perunbahan meng-
indikasikan bahwa hukum Islam,
paling tidak dalam beberapa aspek
selain usul al-dfn (akidah dan ibadah),
bisa “ditundukan” kepada perubahan
sosial.

Dalam sejatah  hukum Islam
(tarikh tashri’ Islsmi), pemikiran
hukum Islam dibagi menjadi dibagi
menjadi mazhab ab/ al-ra'yi (rasio-
nalis) dan ah/ al-badith (tradisionalis)
dan aljami’ bainahuma (moderat).

ajaran moral. Figih berkaitan dengan
hukum praktis yang berkaitan dengan
aturan individu. Syariah adalah hukum-
bukum fundamental Islam yang mcliputi
nilai-nilai moral dan kewajiben praktis,
seperti salat, puasa, zakat, haji, dan lain-
lain. Syariah meliputi juga aturan
transaksi, hukum perdata dan pidana,
kebijakan dan hukum pemerintahan,
kebijakan keuangan, ckomomi, dan
bubungan internasional. Sedangkan fikih
didefinisikan sebagai pengetahuan praktis
syariagh, yang digali dari Alquran dan
Sunnah. Fikih berisi perwujudan aturan
individu yang bersifat praktis seperti
wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.
Lihat Mohammaad Hashim Kamali, “Law
and Society: The Interplay of Revelation
and Reason in the Shariah”, dalam John
L. Esposito (Ed), The Oxfod History of
Islam, (Oxford and New York: Oxford
University Press, 1999), 107-110.
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Beragam mazhab pemikiran jurispru-
densi tentunya mempunyai persepsi
relatif scbangun menyangkut tujuan
akhir pembentukan hukum. Berkaitan
dengan pola hubungan antara hukum
itu sendiri dengan manusia sebagai
subjeknya, terdapat perbedaan pen-
dapat. Sebagian kalangan berpegang
pada absolusitas dan finalitas institusi
bukum Islam, sedangkan sebagian
lainnya berpegang pada relatifitas dan
temporalitasnya di mana institusi
hukum bergantung pada manusia
sebagai pengguna hukum. Dalam
koateks ini, hukum sangat ditentukan
oleh pertanyaan bagaimana manusia
melihat dan menggunakannya. Pada
kenyataannya, beragam teori hukum
yang berkembang selama ini ber-
tumpu kepada kedua ini. Oleh karena
itu, jika bandul sebuah teori hukum
bergeser ke arah manusia, maka teori
terscbut memberikan ruang cukup
banyak pada faktor manusia. Sebalik-
nya, jika bandul teori tadi bergeser ke
arah hukum, maka teori tersebut akan
mengangggap hukum sebagai swuatu
yang mutlak, otonom, dan final
Dalam konteks mazhab pemikiran
bhukum Islam, mazhab tradisionalis
tidak menerima perubahan dalam
hukum JTalam karena meyakini abso-
lutisitas dan finalitasnya. .Bagi maz-

A, Yasid, “Hukum Islam Versus
Positivisme Barat: Kajian Perbandingan
Mazheb Jurisprudensi Perspektif Iimu
Hukum”, Jurnal Kajian Hukum Islam al-
Manahij, Vol. V1, No. 1, (Januari, 2012):
28.
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hab tradisionalis, hukum Islam adalah
toialitas perintalh Tuban yang me-
ngatur segala aspek kehidupan setiap
Muslim, tidak saja dalam aspek
ibadah dan ritual, tetapi juga aspek
politik, bahkan aturan ke kamar kecll,
rumah tangga dan sebagainya

Pengamalan praktis hukum dalam
semua aspek kehidupan Muslim
merupakan manifestasi keimanan dan
relasi keduanya, ditambah aspek
lainnya, yakni aspek moral (akblag)
merupakan relasi satu kesatuan yang
tidak bisa dipisahkan dalam sistem
sjaran Islam. Sedangkan mazhab ra-
sionalis cenderong membuka ruang
bagi perubahan hukum sesuai dengan
konteks sosial-kultural dan per-
kembangan zaman, Bagi aliran hukum
Islam rasionalis, syariah bersifat tidak
tetap (tbabi) melainkan berubah
dinamis (a/-mutabawwiD¥ Kategori-

“Joseph  Schacht, C.E. Bosworth,
(Ed.), The Legacy of Islam, (Oxford, New
York, Toronto, Melbome: Oxford
University Press, 1979), 392.

“Istilah al-thabit (yang mapan) dan
al-mutahawwil (yang berubah) dikemu-
kakan oleh Adonis. AJ/-Thabit (yang
mapan) dalam bingkai kebudayaan Arab-
Islam didefinisikan oleh Adonis scbagai
pemikiran yang berdasar pada teks, dan
yang menjadikan sifat kemapanannya
(thabit) sebagai dasar kemapanan, baik
dalam memahami maupun mengevaluasi.
Sclain itw, yang mapan (al-thabit)
menegaskan dirinya sebagai makna satu-
satunya yang benar bagi teks tersebut, dan
berdasarkan hal itu ia menjadi otoritas
epistemologis. Sementara itu, Adonis
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sasi aliran hukum menjadi tradisio-
nalisme dan rasionalisme memang
cenderung simplistis. Terlepas dari
kategorisasi tersebut, dalam sejarah
hukum Islam (fankb tasyr® Islami),
beberapa tokoh dianggap menerima
adaptabiltas hukum Istam antara lain
Umar bin Khattab yang ijtihad-
jjtihadnya mengacu kepada spirit
syariah. Demikian pula Imam Syafi’i
yang terkenal dengan gsu/ gadim dan
qaul jedid-nya, al-Tufi dengan konsep
maslshab-uya, Tbn al-Qayyim yang
secara eksplisit menybutkan kaidah
perubahan fatwa karena perubahan
2aman, keadaan, adat, dan niat. Selain
itu, tentu saja, tokoh yang pemikiran
hukumnya dikaji Mas'ud dalam
disertasinya, yaitu al-Shatibi juga
termasuk dalam kategori menerima

mendefinisikan a/-mutahawwil dalam dua
pengertian: pertama, scbagai pemikiran
yang berdasar teks, namun melalui inter-
pretasi yang membuat teks dapat
beradaptasi dengan realitas dan peru-
bahen. Kedua, sebagai pemikiran yang
memandang teks tidak mengandung
otoritas sama sekali, dan pada dasamya
pemikiran terscbut didasarkan pada akal,
bukan aagl (teedisi atau wahyu). Akan
tetapi, menurul Adonis, dalam sejarah
kebudayaan Arab-islam, “yang mapan”
(al-thabit) tidak sclalu mapan dan statis,
begitu juga al-mutaliawwil, ia tidak selalu
berubah dan dinamis. Lihat Adonis, a/-
Thabit wa al-Mutahawwil: Bahth 1fi al-
Ibda ‘fada al-‘Arab, Terj. Khairan
Nahdiyyin, Arkeologi Sejarah Pemikiran
Arab-Islam, (Yogyakarta: LKiS, 2007),
xxvii-xxviii.
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adaptibiltas hukum Islam terhadap
perubahan sosial

Subhi Mahmasani yang disebut-
kan Mas’ud merupakan penganut
adaptabilitas hukum Islam menga-
takan bahwa para fukaha berupaya
melakukan ijtihad untuk menang-
gulangi  kasus-kasus baru yang
berkembang sesvai dengan  kebu-
tuhan-kebutuhan di pelbagai negara
dan  kenyataan  sejarsh  yauog
senantiasa berubah.*® Perbedaan-per-
bedaan ijtihad di antara mazhab-
mazhab dalam masalah firn'iyakh
adalah suvatu bukti dari kemampuan
fikih Islam untuk menyesusikan diri,
dan juga merupakan faktor pendorong
bagi kebebasan berpikir dalam
masyarakat.*¢

Berdasarkan  analisis  terhadap
perdebatan dua teori temtang relasi
hukum Islam dan perubshan sosial di
atas, reviewer membantah teori per-
tama yang menyatakan bahwa hukum
Islam tidak sdaptable terhadap per-
ubahan sosial dan  karenanya
mendukung teori yang kedua yang
menytakan bahwa hukum Islam
adaptable terhadap perubshan sosial.

4SSubhi Mahmasani, “Penyesualan
Figh Islam  dengan  Kebutuhan
Masyarakat Modem™ dalam John J.
Donohue dan John L. Esposito, /s/lam dan
Pembaharusn:  Ensiklopedi ~ Masalal-
smasalah, terj. Machnun Husein, (Jakarta:
RajaGrafindo, 1995), 325.

*6gubhi Mahmasani, “‘Penyesuaian
Figh Islam dengan  Kebutuhan
Masyarakat Modern™, 327.
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Realitas historis dan sosial memang
menuntut hukum Islam yang adsp-
table dengan perubahan. Ini sejalan
dengan sifat hukum Islam yang elastis
atau fleksibel sehingga senantiasa
dapat berubah sesuai dengan tuntutan
kebutuhan dan perubahan  sosial
Karenanya, teori hukum, sebagaimana
dikatakan Mas’ud pada bagian kesim-
pulannya, harus mewadahi perubahan-
perubahan ini ke dalam suatu sistem
karena sistem hukum yang ada tidak
memadai lagi bagi kondisi-kondisi
baru dan {tulah yang melatarbelakngi
al-Shatibi menerima perubahan hu-
kum, walaupun tidak dalam semua
kasus. Sifat adaptabilitas hukum
Islam memberikan peluang seluas-
luasnya bagi upaya ijtihad dalam
rangka menanggulangi kasus-kasus
baru yang terus bermunculan seiring
perubahan 2zaman yang demikian
cepat. Kebebasan berijtibad  yang
dilakukan oleh para sahabat dan para
ulama Islam menunjukkan bahwa
pada masa jayanya Islam merupakan
suatu agama yang sangat dinamis dan
respon tethadap perubahan. Karena
itu pula, Mubammad Igbal dalam
Reconstruction of Religious Thought
in Islam (Penyegaran Pemikiran
Keagamaan dalam Islam), menyebut
bahwa ijtihad scbagai “prinsip gerak”
(the principle of movemenf) dalam
Islam.*” Pernyataan Igbal yang

“Lihat Muhammad Iqbal, Mem-
bangun Kembali Pikitan Agama dslam
Islam, terj, Ali Audsh dkk. (Jakarta:
Tintamas, 1982).
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menempatkan ijtihad scbagai prinsip
gerak dalam Islam sesuai dengan
prinsip perubahan pada segenep
ciptaan Tuhan.

Kesimpulan

Penelitian Mubammad Khalid
Mas’ud dilakukan empat puluh lima
tahun yang lalu (1970-2015). Dengan
melihat rentang waktu dan perkem-
bangan kajian keagamaan (religious
studies) khususnya Kajian Islam
(Islamic studies) yang bekembang
pesat, nampaknya penelitian Mas’ud
itu sudah kedalvarsa dan kehilangan
relevansinya.** Namun demikian, de-
ngan semakin meningkatnya minat
terhadap studi Islam khususnya
terhadap aspek hukumnya, membuk-
tikan bahwa semata-mata melihat
rentang waktu saja akan terban-
tahkan. Tegasnya, penclitian Mas'ud
paling tidak dari segi permasalahan
yang diangkatnya tetap relevan dan
menarik untuk dikaji. Perdebatan
teori mengenai adaptabiltas hukum

K ajian kajian Islam dalam disiplin
bukum dan kajian Islam dengan
pendekatan hukum merupakan bagian dari
disiplin yang menjadi objek ketertarikan
kesarjanaan sejak abad ke-19 dengan
lahimya  disiplin Religionwisseachall
yang dewasa ini menjadi salah satu
cabang favorit ‘dalam percaturan dunie
ilmu pengetahuan, Lihat Muhibuddin
Hanafigh, “Revitalisasi Metodologi dalam
Studi Islam: Svatu Pendckatan terhadap
Studi Nmu-ilmu Keislaman”, Juma/
Hlmish DIDAKTIKA, vol. X1, no, 2
(Februari 2011): 292-302.
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Islam belum mengenal kata final
hingga saat ini. Pro-kontra di antara
penganut teori sifat hukum apaksh
adaptable atau tidak dengan peru-
bahan sosial masih berlangsung
hingga kini terutama di kalangan
akademis baik dari insider maupun
dari outsider. Demikian pula konsep
maslshab dan magasid al-shari’ah
menjadi kajian bukan saja pada
tataran teori tapi juga tataran prak-
sisnya seiring dengan meningkatnya
minat akademis dan kebutuhan prak-
sis hukum yang menjadi fenomena di
hampir seluruh negara Islam. Di
sinilah antara lain letak relevansi
penelitian Mas’ud. Kajian filsafat
hukum al-Shatibi sebagai wujud
apresiasi tethadap tokoh, karya, dan
pemikiran sajana Muslim Klasik
sekaligus dapat menjadi inspirasi bagi
penclitian-penelitian lanjutan terha-
dap karya dan pemikiran tokoh
sekaliber al-Shatibi dan tokoh lainnya
dengan berbagai pendekatan. Secara
praksis, pemikiran al-Shatibi dalam
bidang hukum Islam yang dikaji
Mas’td dengan referensi yaog kaya
dapat dijadikan rujukan untuk
memecahkan kasus-kasus baru yang
muncul seiring perubahan sosial. Bila
harus menyebut kekurangan peneli-
tian Mas' ud, reviewer harus meayebut
pada referensi yang digunakannya
yang bila diukur dan digunakan saat
ini, memang benar scbagiannya sudah
kedaluarsa. Karena itw, studi-studi
lanjutan menuntut penggunsan refe-
rensi yang lebih mutekhir darpada
yang digimakan Mas'ud.. Kekurangan
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lainnya, penelitian Mas'ud ini tidak
mencantumkan teks asli al-Shatibi
yang dikutip Mas’ud yang terutama
dalam kutipan langsungnya. Alangkah
baiknya bila teks al-Shatibi yang
dikutip dicantumkan apakah dalam
catatan kaki atau berupa lampiran.
Selain itu, Mas’ud perlu mencan-
tumkan metode dan pendekatan
dalam penelitiannya, walaupun de-
pgan membaca disertasinya itu kita
akan tahu metode dan pendekatan apa
yang digunakannya. Pendekatan yang
diguakan Mas’ud adalah historis,
filosofis, dan sosiologis. Dalam
analisisnya perlu ditambahkan herme-
neutika dan studi makna untuk
menggali makna-makna teks al-Shati-
b khususnya dari rujukan primer
penelitiannya,  yaitu  kitab &~
Muwafagat, al-Itisam, dan al-
Fatawa
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